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PRAKATA 

 
Buku yang hadir di hadapan pembaca ini merupakan sebuah upaya 

intelektual yang serius untuk membedah anatomi politik Maluku Utara 

pada periode krusial pasca-1999. Periode ini menandai fase transisional 

yang menentukan, ketika struktur politik lama runtuh dan tatanan baru 

mulai dibangun dalam suasana ketidakpastian. Dengan menempatkan 

Maluku Utara sebagai locus kajian, buku ini mengajak pembaca memahami 

bagaimana politik lokal bekerja dalam konteks perubahan nasional yang 

cepat dan sering kali tidak linear. 

Terdapat tiga peristiwa monumental yang saling berkelindan dalam 

periode tersebut, yakni pembentukan Provinsi Maluku Utara, transisi 

menuju sistem demokrasi pasca-Orde Baru, serta eskalasi konflik sosial 

yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Ketiga peristiwa ini 

tidak dapat dipahami secara terpisah, sebab masing-masing saling 

mempengaruhi dan membentuk dinamika politik yang kompleks. Buku ini 

dengan tepat menempatkan persimpangan ketiganya sebagai kunci analisis 

untuk membaca politik lokal Maluku Utara secara lebih utuh. 

Pembentukan Provinsi Maluku Utara tidak sekadar merupakan proses 

administratif-teritorial, melainkan juga sebuah arena kontestasi 

kepentingan politik dan simbolik. Status sebagai provinsi baru membuka 

ruang perebutan kekuasaan, sumber daya, dan legitimasi, baik di antara 

elite lokal maupun antara pusat dan daerah. Dalam konteks inilah, politik 

lokal menemukan momentumnya sebagai ruang pertarungan yang intens 

dan sarat makna. 

Pemilihan Gubernur Maluku Utara tahun 1999 menjadi titik fokus yang 

sangat strategis dalam buku ini. Pilgub tersebut tidak hanya dipahami 

sebagai prosedur elektoral awal di daerah baru, tetapi sebagai arena konflik 

simbolik, artikulasi identitas, dan perebutan sumber daya politik. Dampak 

dari kontestasi ini tidak berhenti pada hasil pemilihan semata, melainkan 

membentuk pola relasi kekuasaan dan konflik yang beresonansi hingga 

dekade-dekade berikutnya. 

Salah satu kontribusi penting buku ini terletak pada kemampuannya 

mengaitkan dinamika politik kontemporer dengan warisan sejarah yang 

panjang. Eksistensi kesultanan-kesultanan Moloku Kie Raha tidak 

diperlakukan sebagai artefak masa lalu, melainkan sebagai kekuatan 

simbolik dan kultural yang terus berinteraksi dengan institusi demokrasi 

modern. Interaksi ini kerap melahirkan ketegangan, tetapi sekaligus 
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membuka ruang negosiasi antara tradisi dan modernitas dalam praktik 

politik lokal. 

Selain faktor historis, buku ini juga mengkaji secara mendalam politisasi 

identitas berbasis etnis dan agama dalam kontestasi kekuasaan. Identitas 

tidak hanya berfungsi sebagai penanda sosial, tetapi sering dimobilisasi 

sebagai instrumen politik untuk membangun loyalitas, memperkuat basis 

dukungan, atau bahkan melegitimasi konflik. Analisis ini memberikan 

pemahaman yang lebih tajam mengenai bagaimana identitas bekerja dalam 

lanskap politik daerah kepulauan yang plural. 

Dimensi ekonomi-politik juga memperoleh perhatian yang memadai 

dalam buku ini, khususnya terkait dengan pengelolaan sumber daya alam 

dan distribusi kekuasaan ekonomi. Buku ini menunjukkan bahwa struktur 

ekonomi tidak pernah netral, melainkan berkelindan erat dengan 

konfigurasi elite dan jaringan patronase. Relasi antara kekuasaan politik dan 

sumber daya ekonomi menjadi salah satu faktor kunci dalam menjelaskan 

keberlanjutan konflik dan ketimpangan pembangunan di Maluku Utara. 

Menariknya, analisis dalam buku ini tidak berhenti pada level elite dan 

institusi formal. Penulis berupaya menangkap suara, pengalaman, dan 

harapan masyarakat akar rumput yang hidup di tengah pusaran konflik dan 

ketidakpastian politik. Perspektif ini memberikan keseimbangan analisis 

sekaligus menegaskan bahwa politik lokal pada akhirnya berdampak 

langsung pada kesejahteraan dan masa depan masyarakat. 

Buku ini sangat relevan bagi mahasiswa ilmu politik, pemerintahan, 

sejarah, dan sosiologi, serta bagi para praktisi kebijakan, birokrat, dan 

politisi daerah. Dengan memadukan data historis, studi kasus, dan kerangka 

teoretis yang kuat, buku ini menawarkan analisis yang tidak hanya deskriptif, 

tetapi juga analitis dan reflektif. Pembaca diajak untuk melihat politik lokal 

sebagai proses yang dinamis dan kontekstual. 
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KATA PENGANTAR 

 
Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha 

Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku referensi berjudul 

Dinamika Politik Lokal Pasca Pilgub Maluku Utara 1999: Sebuah Pendekatan 

Historik, Konflik, dan Transformasi Kekuasaan ini dapat diselesaikan. Buku 

ini disusun sebagai bagian dari upaya akademik untuk memahami dan 

menjelaskan dinamika politik lokal dalam konteks transisi demokrasi di 

Indonesia pasca-Reformasi. 

Maluku Utara merupakan salah satu provinsi yang lahir pada masa awal 

Reformasi, sebuah periode yang ditandai oleh perubahan struktural dalam 

sistem politik nasional. Proses pembentukan provinsi ini berlangsung dalam 

situasi sosial-politik yang kompleks, ditandai oleh konflik sosial, tarik-

menarik kepentingan elite, serta penataan ulang kekuasaan di tingkat lokal. 

Kondisi tersebut menjadikan Maluku Utara sebagai wilayah yang relevan 

untuk dikaji dalam studi politik lokal dan desentralisasi. 

Pemilihan Gubernur Maluku Utara tahun 1999 memiliki posisi strategis 

dalam sejarah politik daerah ini. Pilgub tersebut tidak hanya 

merepresentasikan mekanisme elektoral awal di provinsi baru, tetapi juga 

mencerminkan dinamika konflik, fragmentasi elite, serta kontestasi 

identitas dan kekuasaan yang berkembang pada masa transisi. Oleh karena 

itu, peristiwa ini menjadi fokus utama dalam analisis yang disajikan dalam 

buku ini. 

Buku ini menggunakan pendekatan historik dengan memadukan 

analisis konflik dan transformasi kekuasaan untuk membaca dinamika 

politik lokal secara lebih komprehensif. Pendekatan tersebut 

memungkinkan penulis menempatkan peristiwa politik tidak semata 

sebagai fakta institusional, melainkan sebagai proses sosial yang 

dipengaruhi oleh konteks sejarah, struktur kekuasaan, dan relasi antaraktor 

politik. 

Penyusunan buku ini didukung oleh berbagai sumber data, baik berupa 

dokumen, literatur akademik, maupun keterangan dari para narasumber 

yang terlibat langsung atau memiliki pengetahuan tentang dinamika politik 

Maluku Utara. Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada 

civitas academica di [Nama Universitas], rekan-rekan peneliti di [Nama 

Lembaga Penelitian], serta para narasumber di Maluku Utara yang telah 

memberikan kontribusi berharga bagi penyusunan karya ini. 
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Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

memberikan dukungan selama proses penelitian dan penulisan berlangsung. 

Dukungan tersebut, baik dalam bentuk diskusi ilmiah, masukan akademik, 

maupun dorongan moral, turut berperan dalam menyempurnakan 

substansi buku ini. 

Diharapkan buku ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan 

studi politik lokal, khususnya terkait dengan isu desentralisasi, konflik, dan 

konsolidasi demokrasi di Indonesia. Selain itu, buku ini diharapkan dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan rujukan bagi akademisi, mahasiswa, peneliti, 

serta pengambil kebijakan yang memiliki perhatian terhadap dinamika 

politik daerah. 

Akhirnya, buku ini diharapkan dapat memantik diskusi akademik yang 

lebih luas serta menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan yang lebih adil 

dan sensitif terhadap konteks lokal. Lebih dari sekadar catatan sejarah 

politik, buku ini merupakan ajakan untuk merefleksikan kembali perjalanan 

sebuah provinsi yang berada di persimpangan jalan sejarah, serta untuk 

membayangkan masa depan Maluku Utara yang lebih demokratis dan 

berkeadilan 
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BAB 1:  
 

 

GENESIS PROVINSI MALUKU UTARA  

DAN KONTEKS POLITIK 1999 

 
PENDAHULUAN 

Bagaimana sebuah entitas administratif baru yang lahir dari rahim 

euforia reformasi dapat secara bersamaan terjerumus ke dalam salah satu 

konflik komunal paling kelam dalam sejarah modern Indonesia? Pertanyaan 

ini menjadi titik berangkat fundamental untuk memahami kompleksitas 

yang melingkupi pembentukan Provinsi Maluku Utara pada tahun 1999. 

Kelahiran provinsi ini bukanlah sekadar peristiwa teknis pemekaran wilayah, 

melainkan sebuah kulminasi dari aspirasi historis, pertarungan elite lokal, 

dan harapan kolektif masyarakat akan masa depan yang lebih sejahtera. 

Proses ini terjadi pada momentum yang sangat krusial, yakni saat Indonesia 

sedang bergerak limbung dari otoritarianisme menuju demokrasi, sebuah 

transisi yang membuka ruang bagi artikulasi politik yang selama ini 

terbungkam. 

Lanskap Maluku Utara pada penghujung abad ke-20 diwarnai oleh 

paradoks yang tajam. Di satu sisi, ada optimisme yang membuncah. 

Pemisahan dari Provinsi Maluku yang berpusat di Ambon dipandang 

sebagai jalan untuk memotong rantai birokrasi yang panjang, mempercepat 

pembangunan, dan mengelola sumber daya alam yang melimpah secara 

lebih mandiri. Gagasan otonomi daerah menjadi mantra yang menjanjikan 

pemberdayaan dan keadilan distributif bagi sebuah kawasan yang secara 

historis pernah menjadi pusat perdagangan rempah dunia namun terasa 

terpinggirkan dalam kerangka negara modern (Amal, 2016). Harapan ini 

menjadi bahan bakar utama bagi gerakan pemekaran yang didukung oleh 

berbagai elemen masyarakat. 

 

 



 

 

BAB 2:  
 

 

MEMORI KOLEKTIF DAN  

KONFLIK SOSIAL TAHUN 1999 

 
PENDAHULUAN 

Tahun 1999 bukan sekadar penanda pergantian milenium bagi 

masyarakat Maluku Utara, melainkan sebuah titik balik traumatis yang 

merobek tatanan sosial yang telah terjalin selama berabad-abad. Di tengah 

euforia reformasi dan terbentuknya provinsi baru, wilayah ini justru 

terperosok ke dalam pusaran kekerasan komunal yang sangat destruktif. 

Konflik ini tidak meletus dalam ruang hampa, tetapi merupakan akumulasi 

dari ketegangan struktural, perebutan sumber daya, dan renegosiasi 

identitas yang gagal dikelola oleh institusi negara yang sedang melemah 

(Wilson, 2008). Memori kolektif tentang peristiwa ini menjadi bayang-

bayang panjang yang terus memengaruhi dinamika politik lokal hingga hari 

ini, menciptakan garis demarkasi psikologis antar-kelompok masyarakat. 

Kekerasan yang terjadi di Maluku Utara memiliki karakteristik yang unik 

dibandingkan dengan konflik serupa di Ambon atau Poso. Jika di wilayah 

lain konflik sering disederhanakan sebagai benturan antar-agama, di 

Maluku Utara dimensinya jauh lebih kompleks, melibatkan pertentangan 

antara adat dan agama, rivalitas antar-kesultanan, serta persaingan 

perebutan wilayah administratif baru (Bubandt, 2014). Pembentukan 

Kecamatan Malifut pada tahun 1999, yang menjadi pemantik awal konflik di 

Halmahera Utara, hanyalah puncak gunung es dari persoalan agraria dan 

demografi yang telah lama terabaikan. Ketidakmampuan pemerintah 

daerah dalam mendeteksi dini potensi gesekan ini menunjukkan betapa 

rapuhnya fondasi kelembagaan pada masa transisi tersebut. 

Eskalasi konflik menyebar dengan cepat dari daratan Halmahera ke 

pulau-pulau kecil seperti Ternate dan Tidore, mengikuti jalur kekerabatan 

dan aliansi politik tradisional. Mobilisasi massa terjadi bukan hanya karena 

sentimen kebencian, tetapi juga didorong oleh ketakutan eksistensial akan 



 

 

BAB 3:  
 

 

DINAMIKA PILGUB 1999:  

ANTARA PROSEDUR DAN DRAMA POLITIK 

 
PENDAHULUAN 

Pemilihan Gubernur (Pilgub) Maluku Utara tahun 1999 merupakan 

peristiwa politik monumental yang tidak hanya menandai langkah awal 

provinsi ini sebagai entitas otonom, tetapi juga menjadi preseden buruk 

bagi transisi demokrasi di tingkat lokal. Kontestasi ini berlangsung dalam 

suasana ketidakpastian yang ekstrem, di mana euforia pemekaran wilayah 

bertabrakan langsung dengan realitas infrastruktur politik yang belum 

matang. Berbeda dengan pemilihan langsung yang dikenal saat ini, 

mekanisme pemilihan pada masa itu masih dilakukan melalui pemungutan 

suara oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sebuah 

sistem yang sangat rentan terhadap manipulasi elitis dan politik 

transaksional (money politics) di ruang tertutup. 

Dinamika Pilgub 1999 tidak dapat dipisahkan dari konteks nasional yang 

sedang bergejolak, yaitu masa transisi dari pemerintahan B.J. Habibie ke 

Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Lemahnya kontrol pusat terhadap daerah 

menciptakan celah bagi elite lokal untuk bermanuver secara agresif, sering 

kali melampaui batas-batas etika politik dan hukum. Perebutan kursi 

gubernur pertama ini bukan sekadar kompetisi administratif, melainkan 

sebuah pertarungan hidup-mati antara kekuatan status quo (Orde Baru) 

yang ingin mempertahankan dominasinya dan kekuatan reformis, atau 

mereka yang melabeli diri demikian, yang ingin merebut kendali atas 

sumber daya ekonomi dan politik yang baru terbuka (Wilson, 2008). 

Pertarungan ini mengerucut pada dua figur sentral yang mewakili 

polarisasi kekuatan tersebut: Abdul Gafur, tokoh nasional Golkar yang 

memiliki akar kuat di birokrasi pusat dan didukung oleh sentimen wilayah 

tertentu, berhadapan dengan Thaib Armaiyn, birokrat senior yang didukung 

oleh koalisi partai-partai Islam dan nasionalis non-Golkar. Rivalitas ini 



 

 

BAB 4:  
 

 

KESULTANAN DAN POLITIK  

TRADISIONAL DI ERA MODERN 

 
PENDAHULUAN 

Keunikan lanskap politik Maluku Utara terletak pada persistensi 

struktur kekuasaan tradisional yang hidup berdampingan, dan sering kali 

bersinggungan, dengan struktur negara demokrasi modern. Di tengah arus 

modernisasi birokrasi, institusi kesultanan, khususnya Ternate dan Tidore, 

tidak lantas memudar menjadi sekadar artefak sejarah di museum. 

Sebaliknya, mereka menunjukkan resiliensi yang luar biasa dengan 

merevitalisasi peran politik dan sosial mereka. Fenomena ini menciptakan 

apa yang disebut sebagai "demokrasi hibrida", di mana legitimasi elektoral 

yang rasional-legal bercampur dengan legitimasi karismatik-tradisional yang 

berakar pada mitos dan sejarah panjang Moloku Kie Raha (Amal, 2016). 

Kebangkitan peran kesultanan pasca-Orde Baru didorong oleh 

desentralisasi yang memberikan ruang bagi identitas lokal untuk tampil ke 

permukaan. Jika di masa Soeharto peran sultan dikerdilkan menjadi sekadar 

simbol budaya di bawah kontrol ketat Golkar, era Reformasi menjadi 

panggung bagi para sultan untuk kembali merebut pengaruh politik riil. 

Mereka tidak hanya menjadi "penentu raja" (kingmaker) yang memberikan 

restu kepada kandidat politisi, tetapi juga terjun langsung sebagai aktor 

politik praktis yang memperebutkan jabatan publik, mulai dari anggota 

legislatif hingga kepala daerah (Umarama & S., 2024). 

Namun, kembalinya kekuatan tradisional ini membawa dua sisi mata 

uang. Di satu sisi, kesultanan berfungsi sebagai penjaga identitas kultural 

dan perekat sosial yang efektif ketika institusi negara gagal memberikan 

rasa aman, seperti yang terlihat pada fase awal konflik komunal. Di sisi lain, 

rivalitas historis antar-kesultanan yang telah berlangsung berabad-abad 

sering kali terproyeksi ke dalam kontestasi politik modern, mempertajam 

polarisasi di masyarakat. Persaingan antara Ternate dan Tidore, misalnya, 



 

 

BAB 5:  
 

 

TRANSFORMASI ELITE POLITIK  

PASCA PILGUB 1999 

 
PENDAHULUAN 

Periode pasca-1999 menandai pergeseran tektonik dalam lanskap elite 

politik di Maluku Utara. Runtuhnya tatanan Orde Baru yang sentralistik dan 

terbukanya keran demokrasi melalui pemilihan kepala daerah telah secara 

fundamental mengubah kriteria dan jalur menuju kekuasaan. Konflik 

gubernur pertama pada tahun 1999 menjadi titik nol yang tidak hanya 

melahirkan provinsi baru, tetapi juga melahirkan konstelasi elite baru yang 

coraknya sangat berbeda dari generasi sebelumnya. Jika sebelumnya 

kekuasaan didominasi oleh elite birokrasi dan militer yang ditunjuk oleh 

Jakarta, era baru membuka pintu bagi aktor-aktor dengan basis modal yang 

berbeda, terutama modal finansial dan modal sosial-kultural. 

Transformasi ini ditandai oleh pergeseran dari dominasi birokrat-priyayi 

ke arah munculnya para pengusaha lokal sebagai kekuatan politik utama. 

Demokrasi, terutama setelah diperkenalkannya pemilihan kepala daerah 

langsung, ternyata membutuhkan biaya politik yang sangat tinggi. 

Kebutuhan akan dana kampanye, logistik massa, dan "mahar" perahu partai 

politik secara alamiah menyeleksi individu-individu yang memiliki akses 

terhadap sumber daya finansial yang melimpah (Hadiz, 2010). Pengusaha-

pengusaha yang bergerak di sektor perikanan, pertambangan, dan 

konstruksi kini melihat jabatan politik bukan hanya sebagai puncak 

pengabdian, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mengamankan 

dan mengekspansi kepentingan bisnis mereka. 

Di samping kelas pengusaha, panggung politik juga diramaikan oleh 

para aktivis dan tokoh masyarakat yang memperoleh legitimasi dari peran 

mereka selama era reformasi dan konflik komunal. Mereka yang berada di 

garis depan advokasi pemekaran provinsi atau perdamaian komunal 

berhasil mengkapitalisasi popularitas dan kepercayaan publik menjadi 



 

 

BAB 6: 
 

 

GEOPOLITIK KEPULAUAN  

DAN DISTRIBUSI KEKUASAAN 

 
PENDAHULUAN 

Bagaimana geografi, sebaran pulau, selat, dan daratan, dapat menjadi 

cetak biru bagi distribusi kekuasaan politik? Di Maluku Utara, pertanyaan ini 

bukan sekadar wacana akademis, melainkan realitas sehari-hari yang 

membentuk alokasi anggaran, memicu konflik representasi, dan 

mendefinisikan kontestasi elektoral. Struktur geografis provinsi ini, yang 

terbagi antara satu daratan besar (Halmahera) dan ratusan pulau kecil yang 

mengelilinginya, menciptakan sebuah dikotomi spasial yang secara inheren 

bersifat politis. Ketegangan antara "pusat" dan "pinggiran" tidak hanya 

terjadi dalam relasi dengan Jakarta, tetapi tereplikasi secara tajam di dalam 

provinsi itu sendiri, melahirkan persaingan abadi antara Halmahera dan 

gugusan kepulauan lainnya, terutama Ternate dan Tidore. 

Distribusi kekuasaan pasca-1999 sangat dipengaruhi oleh warisan 

sejarah di mana pusat-pusat peradaban dan administrasi kolonial tumbuh di 

pulau-pulau kecil yang strategis secara maritim. Ternate, sebagai bekas ibu 

kota provinsi dan pusat ekonomi, menikmati akumulasi infrastruktur, 

sumber daya manusia, dan akses informasi yang tidak sebanding dengan 

wilayah Halmahera yang luas namun secara historis terabaikan (Amal, 

2016). Kesenjangan ini menciptakan apa yang bisa disebut sebagai 

"Ternate-sentrisme", sebuah persepsi dominasi yang menjadi bahan bakar 

utama bagi politik identitas kewilayahan di Halmahera dan pulau-pulau 

terluar lainnya. 

Politik di Maluku Utara, oleh karenanya, adalah politik tentang jarak. 

Jarak antara desa dan ibu kota kabupaten, jarak antara pulau dan pusat 

provinsi, serta jarak psikologis antara masyarakat yang merasa terwakili dan 

yang merasa ditinggalkan. Setiap janji kampanye, setiap alokasi APBD, dan 

setiap kebijakan pemekaran wilayah selalu dapat dibaca dalam kerangka 



 

 

BAB 7:  
 

 

EKONOMI POLITIK SUMBER DAYA ALAM 

(PERTAMBANGAN) 

 
PENDAHULUAN 

Setelah euforia politik pemekaran dan trauma konflik komunal mereda, 

panggung dinamika Maluku Utara di abad ke-21 secara dominan dibentuk 

oleh kekuatan ketiga yang tak kalah dahsyat: ledakan investasi di sektor 

pertambangan. Jika dahulu pala dan cengkih menempatkan kepulauan ini 

dalam peta perdagangan dunia, kini nikel, emas, dan kobalt kembali 

menarik Maluku Utara ke dalam pusaran ekonomi-politik global. Masuknya 

modal raksasa ke sektor ekstraktif, terutama di daratan Halmahera, telah 

secara fundamental merombak struktur ekonomi, lanskap sosial, dan yang 

terpenting, arena kontestasi kekuasaan lokal. Kekayaan yang terkandung di 

perut bumi Halmahera menjanjikan akselerasi pembangunan dan 

peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), namun di saat yang sama ia 

juga menjadi sumber kutukan (resource curse) yang melahirkan korupsi, 

ketimpangan, dan konflik baru. 

Ekonomi politik pertambangan di Maluku Utara adalah kisah tentang 

bagaimana izin usaha menjadi komoditas politik yang lebih berharga 

daripada suara pemilih. Kewenangan untuk menerbitkan Izin Usaha 

Pertambangan (IUP), meskipun kini banyak ditarik ke pusat, pada masa-

masa awal otonomi daerah menjadi instrumen utama bagi para elite politik 

lokal untuk membangun persekutuan strategis dengan para oligark bisnis. 

Terbentuklah sebuah simbiosis mutualisme antara politisi yang 

membutuhkan dana untuk memenangkan pemilu dan pengusaha yang 

membutuhkan kepastian hukum dan proteksi politik untuk operasional 

tambang mereka (Hadiz, 2010). Aliansi politik-bisnis ini menjadi mesin 

utama yang menggerakkan demokrasi biaya tinggi di provinsi ini, sering kali 

dengan mengorbankan kelestarian lingkungan dan hak-hak masyarakat 

adat. 



 

 

BAB 8:  
 

 

PERAN MEDIA MASSA  

DAN OPINI PUBLIK LOKAL 

 
PENDAHULUAN 

Arena pertarungan politik di Maluku Utara tidak hanya berlangsung di 

ruang rapat DPRD atau di tengah kerumunan kampanye, tetapi juga secara 

intens terjadi di ruang-ruang redaksi, gelombang frekuensi radio, dan, yang 

paling riuh, di lini masa media sosial. Media massa, dalam segala bentuknya, 

telah bertransformasi dari sekadar penyampai informasi menjadi aktor 

politik yang kuat, mampu membentuk persepsi, mengarahkan opini publik, 

dan bahkan menentukan nasib seorang kandidat. Evolusi lanskap media di 

provinsi kepulauan ini, dari era dominasi koran lokal hingga ledakan 

informasi di era digital, mencerminkan dan sekaligus mempercepat 

perubahan dalam dinamika kekuasaan itu sendiri. 

Pada masa-masa awal pasca-1999, media cetak lokal memainkan peran 

ganda yang heroik sekaligus problematik. Di satu sisi, mereka menjadi 

corong suara reformasi, memberikan ruang bagi kritik terhadap pemerintah 

yang sebelumnya terbungkam dan mengawal isu-isu krusial seperti 

pemekaran dan rekonsiliasi konflik. Namun, di sisi lain, independensi 

mereka sejak awal sudah berada di bawah bayang-bayang kepentingan 

politik. Banyak media yang didirikan atau didanai oleh faksi-faksi politik 

tertentu, mengubah tajuk rencana menjadi buletin propaganda dan 

objektivitas jurnalistik menjadi barang langka (Wilson, 2008). 

Memasuki dekade kedua abad ke-21, kemunculan media sosial, 

terutama Facebook dan WhatsApp, secara radikal mengubah cara politik 

dikomunikasikan dan dikonsumsi. Ruang publik tidak lagi dimonopoli oleh 

segelintir pemilik media. Setiap warga negara dengan ponsel pintar kini 

dapat menjadi produsen dan distributor informasi, menciptakan apa yang 

disebut jurnalisme warga. Fenomena ini mendemokratisasi arus informasi, 



 

 

BAB 9:  
 

 

BIROKRASI DAN  

NETRALITAS ASN DALAM PEMILU 

 
PENDAHULUAN 

Di balik layar drama pemilihan kepala daerah yang penuh warna, 

terdapat sebuah arena pertarungan yang lebih senyap namun tak kalah 

krusial: birokrasi. Aparatur Sipil Negara (ASN), yang secara teoretis 

merupakan mesin administrasi yang netral dan profesional, dalam realitas 

politik lokal Maluku Utara sering kali terseret menjadi pion sekaligus 

sumber daya dalam permainan kekuasaan. Netralitas birokrasi bukanlah 

sebuah kondisi alamiah, melainkan sebuah cita-cita yang harus terus-

menerus diperjuangkan di tengah tarikan kepentingan politik yang sangat 

kuat. Kegagalan untuk menjaga netralitas ini tidak hanya mencederai asas 

keadilan dalam pemilu, tetapi juga merusak fondasi pelayanan publik yang 

efektif. 

Fenomena politisasi birokrasi menjadi begitu akut di daerah pasca-

otonomi karena kepala daerah terpilih memegang kendali penuh atas 

manajemen kepegawaian, mulai dari pengangkatan, mutasi, promosi, 

hingga pemberhentian. Kewenangan yang sangat besar ini mengubah 

birokrasi dari institusi pelayanan menjadi "rampasan perang" (spoils of war). 

Bagi pemenang Pilkada, ribuan posisi ASN di seluruh jenjang pemerintahan 

dipandang sebagai aset yang dapat dibagikan kepada tim sukses, kerabat, 

dan aliansi politik sebagai bentuk "balas budi" atas dukungan mereka 

selama kampanye (Muhidin & Suswanta, 2023). 

Budaya ini menciptakan sebuah dilema eksistensial bagi setiap ASN. Di 

satu sisi, mereka terikat oleh sumpah jabatan untuk melayani publik secara 

imparsial dan taat pada peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, karier 

dan posisi mereka sangat bergantung pada loyalitas personal kepada kepala 

daerah yang sedang berkuasa. Menjadi netral sering kali berarti siap untuk 

dipinggirkan, dipindahkan ke posisi non-strategis, atau bahkan kehilangan 



 

 

BAB 10:  
 

 

PEREMPUAN DALAM  

DINAMIKA POLITIK MALUKU UTARA 

 
PENDAHULUAN 

Panggung politik Maluku Utara, dengan segala drama perebutan 

kekuasaan antar-elite, rivalitas geopolitik, dan cengkeraman ekonomi-

politik tambang, selama ini didominasi oleh narasi dan aktor laki-laki. 

Namun, mengabaikan peran, posisi, dan perjuangan separuh populasi 

lainnya, yaitu perempuan, akan memberikan gambaran yang timpang dan 

tidak lengkap mengenai dinamika kekuasaan di daerah ini. Perempuan di 

Maluku Utara bukanlah entitas pasif yang sekadar mengikuti arus politik 

kaum pria. Mereka adalah pemilih mayoritas, penjaga jaring pengaman 

sosial di tingkat komunitas, dan, dalam beberapa kasus yang menonjol, 

berhasil mendobrak benteng patriarki untuk tampil sebagai pemimpin. 

Partisipasi politik perempuan di Maluku Utara menghadirkan sebuah 

paradoks yang tajam. Di satu sisi, perempuan menunjukkan tingkat 

partisipasi yang sangat tinggi sebagai pemilih dalam setiap pemilu. 

Keterlibatan mereka dalam organisasi kemasyarakatan berbasis keagamaan 

dan adat juga sangat signifikan, menjadikan mereka target mobilisasi yang 

krusial bagi setiap kandidat. Namun, di sisi lain, konversi dari partisipasi 

elektoral yang tinggi ini menjadi keterwakilan politik yang substantif di 

lembaga-lembaga pengambil keputusan, seperti DPRD dan jabatan 

eksekutif, berjalan sangat lambat dan penuh hambatan (Rasyid, 2024). 

Hambatan ini bersifat multidimensional, terbentang dari tataran 

kultural hingga struktural. Budaya patriarki yang mengakar kuat, ditopang 

oleh interpretasi keagamaan dan adat yang cenderung menempatkan 

perempuan di ranah domestik, menciptakan "langit-langit kaca" (glass 

ceiling) yang sulit ditembus. Secara struktural, mahalnya biaya politik dalam 

demokrasi transaksional secara tidak proporsional lebih merugikan 

kandidat perempuan, yang umumnya memiliki akses lebih terbatas 



 

 

BAB 11:  
 

 

GERAKAN MAHASISWA  

DAN AKTIVISME LOKAL 

 
PENDAHULUAN 

Ketika institusi politik formal terjebak dalam perebutan kekuasaan elitis 

dan birokrasi terpolitisasi, dari mana datangnya suara koreksi dan kritik? 

Dalam dinamika politik Maluku Utara, peran sebagai "kekuatan ketiga" atau 

penjaga moral publik sering kali diisi oleh gerakan mahasiswa dan aktivisme 

masyarakat sipil. Mereka beroperasi di luar struktur negara dan pasar, 

memposisikan diri sebagai penyambung lidah rakyat yang termarjinalkan. 

Sejarah pasca-1999 di provinsi ini tidak dapat ditulis tanpa mengakui peran 

sentral gerakan ekstra-parlementer ini dalam menyuarakan tuntutan 

keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. 

Gerakan mahasiswa, khususnya, memiliki akar historis yang kuat dalam 

pembentukan provinsi itu sendiri. Jauh sebelum para politisi duduk di kursi 

empuk DPRD, para mahasiswalah yang turun ke jalan, menggelar mimbar 

bebas, dan melakukan lobi-lobi untuk mendesakkan pemekaran Maluku 

Utara dari provinsi induk. Energi dan idealisme mereka menjadi bahan 

bakar sosial yang memberikan legitimasi kerakyatan pada perjuangan elite 

di tingkat nasional. Posisi historis inilah yang memberikan mereka semacam 

otoritas moral untuk terus mengkritik jalannya pemerintahan di kemudian 

hari. 

Pascakelahiran provinsi, peran mereka bergeser dari pendukung 

menjadi pengkritik. Kekacauan Pilgub 1999 dan eskalasi konflik komunal 

menjadi ujian terberat bagi gerakan mahasiswa. Di tengah elite yang 

terpolarisasi dan masyarakat yang terbelah, aliansi-aliansi mahasiswa lintas 

identitas dan lintas pulau mencoba untuk tetap menjaga kewarasan, 

menyerukan perdamaian, dan menuntut pertanggungjawaban atas 

kegagalan kepemimpinan. Demonstrasi mahasiswa menjadi barometer 



 

 

BAB 12:  
 

 

AGAMA, NEGARA, DAN HARMONI SOSIAL 

 
PENDAHULUAN 

Di Maluku Utara, agama bukanlah sekadar sistem kepercayaan pribadi 

yang menempati ruang privat. Ia adalah kekuatan sosial dan politik yang 

dahsyat, sebuah arus bawah sadar kolektif yang mampu membentuk 

loyalitas, menggerakkan massa, dan mendefinisikan identitas. Sejarah 

provinsi ini, terutama tragedi kemanusiaan tahun 1999, telah memberikan 

pelajaran yang sangat mahal tentang bagaimana simbol-simbol suci dapat 

dimanipulasi menjadi senjata dalam perebutan kekuasaan duniawi. Namun, 

pada saat yang sama, agama juga terbukti menjadi sumber ketahanan sosial, 

inspirasi moral bagi kepemimpinan, dan fondasi utama bagi upaya-upaya 

rekonsiliasi dan perdamaian. 

Hubungan antara agama dan negara di Maluku Utara berjalan dalam 

sebuah tarian yang kompleks dan sering kali ambigu. Di satu sisi, negara 

(pemerintah daerah) memposisikan diri sebagai pengayom semua umat 

beragama, memfasilitasi pembangunan rumah ibadah, dan menggandeng 

para tokoh agama untuk menjaga stabilitas sosial. Terbentuklah sebuah 

hubungan simbiosis mutualisme, di mana negara membutuhkan legitimasi 

moral dari para ulama dan pendeta, sementara institusi keagamaan 

membutuhkan dukungan finansial dan proteksi politik dari negara. Relasi 

patronase ini menciptakan keteraturan, namun juga berisiko menumpulkan 

daya kritis agama terhadap kekuasaan. 

Di sisi lain, agama tetap memiliki otonominya sebagai sumber nilai yang 

dapat dimobilisasi untuk menentang atau mendukung rezim politik yang 

berkuasa. Organisasi keagamaan besar seperti Nahdlatul Ulama (NU), 

Muhammadiyah, dan dewan-dewan gereja merupakan kekuatan 

masyarakat sipil yang paling mengakar dan terorganisir. Dengan jaringan 

yang menjangkau hingga ke desa-desa terpencil, seruan atau fatwa dari 

para pemimpin mereka memiliki gaung politik yang jauh lebih kuat daripada 

slogan-slogan partai. Dalam setiap Pilkada, dukungan dari "langit" yang 



 

 

BAB 13:  
 

 

DINAMIKA PEMILIHAN  

KEPALA DAERAH LANGSUNG (PILKADA) 

 
PENDAHULUAN 

Pergeseran mekanisme pemilihan kepala daerah dari sistem perwakilan 

oleh DPRD menjadi pemilihan langsung oleh rakyat (Pilkada langsung) sejak 

tahun 2005 merupakan tonggak sejarah paling radikal dalam evolusi 

demokrasi lokal di Indonesia, termasuk di Maluku Utara. Perubahan ini 

bukan sekadar pergantian prosedur teknis pencoblosan, melainkan sebuah 

transformasi fundamental dalam struktur relasi kekuasaan. Jika sebelumnya 

nasib seorang gubernur atau bupati ditentukan oleh lobi-lobi tertutup di 

antara segelintir elite partai di parlemen, kini legitimasi tersebut harus 

direbut langsung dari ratusan ribu pemilih yang tersebar di pulau-pulau. 

Kedaulatan rakyat yang selama ini abstrak, dipaksa untuk mewujud dalam 

bentuk suara (vote) yang dihitung satu per satu. 

Transisi menuju demokrasi elektoral langsung di Maluku Utara tidak 

berjalan mulus seperti membalik telapak tangan. Ia hadir dengan membawa 

janji akuntabilitas sekaligus ancaman instabilitas. Di satu sisi, Pilkada 

langsung memaksa para elite politik untuk turun dari menara gading 

kekuasaan, menyapa rakyat di pasar-pasar tradisional, dan mendengarkan 

keluhan warga di pesisir Halmahera. Ada harapan bahwa pemimpin yang 

terpilih akan lebih responsif terhadap kebutuhan publik karena mereka 

sadar bahwa mandat mereka dapat dicabut oleh rakyat pada pemilu 

berikutnya. Inilah esensi dari pendalaman demokrasi yang dicita-citakan 

oleh gerakan Reformasi. 

Namun, di sisi lain, Pilkada langsung di provinsi kepulauan ini segera 

menampakkan wajah gandanya yang problematik. Kompetisi terbuka 

membuka keran bagi maraknya politik uang (vote buying) yang lebih masif 

dan terstruktur. Karena kandidat harus menjangkau pemilih dalam jumlah 

besar, biaya politik meroket tajam, menciptakan ketergantungan mutlak 



 

 

BAB 14:  
 

 

KEKUASAAN DAN  

KORUPSI DI TINGKAT LOKAL 

 
PENDAHULUAN 

Otonomi daerah yang digulirkan sejak 1999 membawa janji manis 

tentang demokratisasi dan percepatan pembangunan melalui desentralisasi 

kewenangan. Namun, dalam dua dekade terakhir, janji tersebut tercederai 

oleh fenomena patologis yang mengiringinya, yakni desentralisasi korupsi. 

Jika pada masa Orde Baru praktik korupsi tersentralisasi di Jakarta dengan 

struktur piramida yang rapi, era reformasi justru menyebarkan praktik ini ke 

daerah-daerah, menciptakan raja-raja kecil yang membangun imperium 

kekayaan pribadi di atas mandat publik. Maluku Utara, sebagai provinsi 

yang kaya akan sumber daya alam namun memiliki kapasitas birokrasi yang 

masih berkembang, menjadi salah satu lokus utama di mana paradoks 

desentralisasi ini bermanifestasi secara nyata. 

Korupsi di tingkat lokal tidak lagi sekadar penyimpangan administratif 

atau pencurian uang kas kecil, melainkan telah bermetamorfosis menjadi 

sebuah sistem ekonomi-politik yang canggih. Ia melibatkan jaringan aktor 

yang luas, mulai dari kepala daerah, anggota DPRD, birokrat, hingga 

pengusaha swasta. Praktik ini didorong oleh tingginya biaya politik (high 

cost politics) dalam sistem demokrasi elektoral. Seorang kandidat kepala 

daerah harus mengeluarkan dana miliaran rupiah untuk biaya saksi, 

kampanye, dan mahar partai, yang sering kali jauh melampaui total gaji 

resmi yang akan mereka terima selama lima tahun menjabat (Hadiz, 2010). 

Akibatnya, jabatan publik dipandang sebagai sarana untuk 

mengembalikan modal investasi politik (return on investment) dan 

mengakumulasi modal untuk kontestasi berikutnya. Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD), yang sejatinya merupakan instrumen fiskal 

untuk kesejahteraan rakyat, sering kali dibajak melalui mekanisme mark-up, 

proyek fiktif, dan suap. Sektor pengadaan barang dan jasa serta perizinan 



 

 

BAB 15:  
 

 

HUBUNGAN PUSAT-DAERAH  

DAN OTONOMI KHUSUS 

 
PENDAHULUAN 

Dinamika politik Maluku Utara tidak dapat dilepaskan dari konteks yang 

lebih luas, yaitu relasi kuasa antara pemerintah pusat di Jakarta dan 

pemerintah daerah di Sofifi. Sejak digulirkannya otonomi daerah, hubungan 

ini diwarnai oleh ketegangan struktural antara hasrat untuk mandiri dan 

realitas ketergantungan. Maluku Utara, sebagai provinsi kepulauan dengan 

karakteristik geografis yang unik, sering kali merasa bahwa kebijakan 

nasional yang dirumuskan di Jakarta bersifat bias daratan (land-biased) dan 

kurang mengakomodasi tantangan logistik serta demografis yang dihadapi 

oleh wilayah kepulauan. 

Ketegangan ini bermula dari desain desentralisasi Indonesia yang 

asimetris dalam praktiknya. Meskipun kewenangan administratif telah 

diserahkan ke daerah, kewenangan fiskal dan politik strategis masih 

terkonsentrasi kuat di pusat. Jakarta memegang kendali atas keran 

anggaran melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus 

(DAK), yang menjadi denyut nadi kehidupan birokrasi di daerah. Akibatnya, 

otonomi yang dirasakan oleh elite lokal sering kali hanyalah otonomi semu, 

di mana kreativitas daerah terpasung oleh petunjuk teknis dan prioritas 

nasional yang kaku. 

Isu ketidakadilan fiskal menjadi pemicu utama munculnya wacana 

Otonomi Khusus atau pembentukan Provinsi Kepulauan. Elite politik dan 

masyarakat sipil Maluku Utara berargumen bahwa formula pembagian 

dana perimbangan yang berlaku saat ini, yang lebih menitikberatkan pada 

luas wilayah daratan dan jumlah penduduk, sangat merugikan provinsi yang 

70 persen wilayahnya adalah lautan. Laut, yang bagi Jakarta sering dianggap 

hanya sebagai "penghubung", bagi Maluku Utara adalah wilayah kedaulatan 

yang membutuhkan biaya pengelolaan dan pengamanan yang sangat besar. 



 

 

BAB 16:  
 

 

POLITIK IDENTITAS DAN  

ETNISITAS DALAM PEMILU 

 
PENDAHULUAN 

Pasca-konflik komunal 1999, lanskap politik Maluku Utara mengalami 

metamorfosis yang signifikan dalam hal penggunaan identitas sebagai 

instrumen mobilisasi massa. Jika pada masa konflik garis demarkasi yang 

paling tajam adalah agama (Muslim versus Kristen), maka dalam era 

desentralisasi dan Pilkada langsung, garis tersebut bergeser dan bercabang 

menjadi sentimen etnisitas dan kedaerahan yang lebih spesifik. Identitas 

etnis, yang sebelumnya cair dan hidup berdampingan dalam harmoni 

Moloku Kie Raha, dikeraskan menjadi batas-batas politik yang kaku. 

Fenomena ini tidak lepas dari desain otonomi daerah itu sendiri yang 

memberikan insentif bagi pembentukan daerah otonom baru (pemekaran) 

berbasis pada homogenitas etnis, yang secara tidak langsung menyuburkan 

etno-nasionalisme lokal (Wilson, 2008). 

Kebangkitan politik identitas etnis di Maluku Utara bukanlah fenomena 

alamiah semata, melainkan hasil konstruksi elite yang berkepentingan 

untuk mengamankan basis suara dalam kompetisi elektoral yang semakin 

ketat. Dalam pasar politik yang belum sepenuhnya rasional, sentimen 

"putra daerah" atau kesamaan suku menjadi jalan pintas yang paling efektif 

dan murah untuk membangun loyalitas pemilih. Para politisi lokal dengan 

cerdik merevitalisasi mitos-mitos asal-usul, sejarah kepahlawanan suku, dan 

narasi viktimisasi masa lalu untuk membingkai kontestasi politik sebagai 

perjuangan harga diri kelompok. Akibatnya, pemilu sering kali dipersepsikan 

bukan sebagai kompetisi program pembangunan, melainkan sebagai sensus 

kekuatan antar-suku. 

 

 



 

 

BAB 17:  
 

 

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR  

DAN JANJI POLITIK 

 
PENDAHULUAN 

Pembangunan infrastruktur di Maluku Utara tidak pernah sekadar 

menjadi isu teknokratis mengenai beton, aspal, dan baja. Dalam lanskap 

politik lokal, infrastruktur adalah mata uang paling berharga yang 

dipertukarkan antara penguasa dan rakyat. Bagi masyarakat kepulauan 

yang selama berdekade-dekade hidup dalam isolasi geografis dan 

keterbatasan akses, kehadiran sebuah jembatan, jalan raya, atau dermaga 

bukan hanya mempermudah mobilitas, melainkan simbol hadirnya negara 

dan bentuk kasih sayang pemimpinnya. Oleh karena itu, narasi 

pembangunan fisik selalu menempati porsi terbesar dalam setiap visi-misi 

kandidat kepala daerah, menjadi materi kampanye yang paling riuh 

didengungkan, dan kelak menjadi tolok ukur utama keberhasilan atau 

kegagalan sebuah rezim. 

Janji politik seputar infrastruktur memiliki daya pikat elektoral yang 

nyaris magis. Para politisi menyadari bahwa memori pemilih di Maluku 

Utara sangat visual; mereka lebih mudah mengingat sebuah gedung sekolah 

yang dicat baru atau jalan yang diaspal mulus daripada mengingat indikator 

makroekonomi atau reformasi birokrasi yang abstrak. Akibatnya, terjadi 

perlombaan untuk membangun monumen-monumen fisik yang kasatmata, 

sering kali dengan mengabaikan aspek perencanaan jangka panjang, 

keberlanjutan, dan urgensi kebutuhan riil masyarakat. Fenomena ini 

melahirkan apa yang disebut sebagai politik mercusuar, di mana proyek-

proyek raksasa dibangun demi prestise politik semata (Hadiz, 2010). 

Namun, realitas pembangunan di lapangan sering kali tidak seindah 

janji kampanye. Keterbatasan anggaran daerah (APBD), kondisi geografis 

yang ekstrem, dan korupsi yang menggerogoti setiap lapis birokrasi 

menyebabkan banyak proyek infrastruktur berakhir mangkrak atau 



 

 

BAB 18:  
 

 

POLITIK PARLEMEN LOKAL:  

DINAMIKA DPRD MALUKU UTARA 

 
PENDAHULUAN 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara 

memegang posisi sentral dalam arsitektur demokrasi lokal pasca-Reformasi. 

Sebagai lembaga representasi rakyat, DPRD memiliki mandat konstitusional 

untuk menjalankan tiga fungsi utama: legislasi (pembentukan peraturan 

daerah), anggaran (budgeting), dan pengawasan (controlling). Dalam desain 

otonomi daerah, DPRD ditempatkan sejajar dengan Gubernur sebagai mitra 

kerja yang saling mengimbangi (check and balances). Namun, realitas politik 

di lapangan sering kali melenceng jauh dari desain ideal tersebut. Dinamika 

parlemen lokal di Maluku Utara lebih sering diwarnai oleh hubungan 

transaksional yang pragmatis daripada perdebatan ideologis yang substantif. 

Sejarah kelembagaan DPRD Maluku Utara tidak dapat dilepaskan dari 

konteks transisi demokrasi yang bergejolak. Pada masa awal pembentukan 

provinsi tahun 1999, DPRD menjadi arena utama pertarungan politik elite, 

seperti yang terlihat dalam drama pemilihan gubernur pertama. Kala itu, 

DPRD memiliki kekuasaan absolut untuk memilih kepala daerah, 

menjadikannya institusi yang sangat powerful namun juga sangat rentan 

terhadap praktik politik uang. Peralihan ke pemilihan langsung sejak 2005 

memang mengurangi kewenangan elektoral DPRD, namun tidak serta 

merta menghilangkan peran strategisnya dalam distribusi sumber daya 

daerah. Justru, fungsi anggaran menjadi instrumen baru bagi anggota 

dewan untuk menekan eksekutif demi kepentingan elektoral dan finansial. 

Kinerja fungsi legislasi DPRD Maluku Utara kerap menjadi sorotan 

publik dan akademisi. Produktivitas dalam menghasilkan Peraturan Daerah 

(Perda) sering kali rendah secara kuantitas dan lemah secara kualitas. 

Banyak Perda yang dihasilkan hanyalah duplikasi dari peraturan di daerah 

lain atau sekadar menyalin undang-undang di atasnya tanpa 



 

 

BAB 19:  
 

 

TANTANGAN GLOBAL DAN  

DISRUPSI DI MALUKU UTARA 

 
PENDAHULUAN 

Maluku Utara tidak lagi dapat dipandang sebagai wilayah kepulauan 

yang terisolasi di pinggiran Pasifik. Gelombang globalisasi dan revolusi 

teknologi informasi telah meruntuhkan sekat-sekat geografis yang selama 

berabad-abad menjadi pelindung sekaligus penghambat kemajuan daerah 

ini. Provinsi yang dahulu dikenal karena aroma rempah-rempahnya kini 

terintegrasi penuh ke dalam rantai pasok global melalui industri nikel dan 

baterai kendaraan listrik. Perubahan ini membawa konsekuensi yang 

mendalam: keputusan ekonomi di Shanghai atau kebijakan energi di Eropa 

kini memiliki dampak langsung terhadap nasib buruh tambang di 

Halmahera dan pedagang pasar di Ternate. Keterhubungan ini adalah 

pedang bermata dua yang menghadirkan peluang investasi sekaligus 

kerentanan terhadap fluktuasi pasar global. 

Disrupsi digital juga telah merambah hingga ke pelosok desa. Kehadiran 

internet dan telepon pintar telah mengubah lanskap interaksi sosial dan 

politik secara radikal. Masyarakat Maluku Utara kini hidup dalam dua dunia 

sekaligus: dunia nyata dengan segala keterbatasan infrastrukturnya, dan 

dunia maya yang menawarkan kebebasan informasi tanpa batas. Fenomena 

ini memaksa birokrasi pemerintahan untuk beradaptasi atau ditinggalkan. 

Tuntutan akan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berbasis data 

semakin menguat, mendorong adopsi konsep smart city dan e-government 

yang sering kali tergagap-gagap menghadapi realitas budaya kerja birokrat 

yang masih konvensional (Muhidin & Suswanta, 2023). 

Namun, keterbukaan ini juga membawa serta ancaman keamanan baru 

yang tidak mengenal batas negara. Posisi Maluku Utara sebagai beranda 

depan Indonesia di bibir Pasifik menjadikannya rentan terhadap kejahatan 

transnasional, mulai dari penyelundupan manusia, pencurian ikan, hingga 



 

 

BAB 20:  
 

 

MASA DEPAN  

POLITIK LOKAL MALUKU UTARA 

 
PENDAHULUAN 

Setelah menelusuri lorong waktu sejarah dari pembentukan provinsi, 

konflik komunal, hingga dinamika politik kontemporer yang penuh gejolak, 

kita kini tiba pada titik refleksi untuk menatap cakrawala masa depan 

Maluku Utara. Perjalanan seperempat abad otonomi daerah telah 

membawa provinsi ini jauh dari titik berangkatnya. Maluku Utara hari ini 

adalah entitas yang lebih percaya diri, dengan ekonomi yang tumbuh pesat 

didorong oleh hilirisasi industri dan infrastruktur yang perlahan membaik. 

Namun, di balik kilau statistik pertumbuhan, tersimpan pekerjaan rumah 

raksasa mengenai kualitas demokrasi, keadilan sosial, dan keberlanjutan 

lingkungan. 

Masa depan politik Maluku Utara tidak akan lagi ditentukan semata-

mata oleh siapa yang memenangkan kontestasi elektoral lima tahunan, 

melainkan oleh seberapa mampu sistem politik lokal bertransformasi dari 

demokrasi prosedural menuju demokrasi substansial. Tantangan utamanya 

adalah memutus rantai oligarki dan politik uang yang telah berakar kuat, 

serta menggantinya dengan politik gagasan yang berorientasi pada 

kesejahteraan publik. Jika tren pragmatisme saat ini terus berlanjut, 

demokrasi berisiko hanya menjadi cangkang kosong yang melayani 

kepentingan segelintir elite (Hadiz, 2010). 

Visi masa depan juga harus menjawab pertanyaan eksistensial 

mengenai identitas Maluku Utara di abad ke-21. Apakah provinsi ini akan 

menjadi sekadar "tambang nasional" yang dikeruk isinya hingga habis, atau 

mampu mentransformasi diri menjadi Poros Maritim Timur yang berdaulat 

secara ekonomi dan budaya? Posisi strategis di bibir Pasifik menawarkan 

peluang emas untuk menjadi hub perdagangan dan logistik internasional, 
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